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I. Pendahuluan
Untuk melangsungkan suatu perkawinan atau menurut istilah fiqihnya disebut suatu pernikahan, diperlukan suatu keadaan dewasa dalam umur bagi masing-masing calon mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita, karena dengan keadaan dewasa diharapkan masing-masing pasangan akan mampu mendirikan tiang rumah tangga tersebut dengan kuat dan mampu merancang kehidupan rumah tangga mereka ke depan dengan penuh tanggung jawab.
Sebenarnya undang-undang perkawinan yang baru mensyaratkan bahwa umur yang dizinkan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun baik bagi lelaki maupun bagi perempuan. Dengan kata lain umur dewasa untuk menikah itu adalah 19 tahun, dimana pertumbuhan fisik dan psikis calon mempelai di umur 19 tahun tersebut sudah dapat dianggap dewasa dan mampu untuk menghadapi problematika kehidupan berkeluarga baik terkait dengan kematangan kejiwaan maupun kematangan fisik kedua pihak.
Di sisi lain ada aturan yang menerangkan bahwa bagi seorang calon mempelai yang belum berumur 21 yang akan melakukan pernikahan, harus mendapatkan izin melangsungkan pernikahan dari orang tua.  Apakah ini berarti bahwa anak yang belum berusia 21 belum dianggap dewasa untuk menikah? Sehingga harus mendapat izin dari orang tua. Atau apakah berarti bahwa aturan ini tidak terkait dengan dewasa atau tidaknya calon mempelai, tetapi ini terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan yang akan dilakukan oleh anaknya yang belum berumur 21 tahun.
Masalah inilah yang akan diulas dalam tulisan ini, yakni bagaimana memahami aturan tentang izin orang tua bagi anak yang akan menikah tetapi belum berumur 21 tahun.

II. Pembahasan
Tentang hal-hal yang terkait dengan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan akan melaksanakan pernikahan diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Perkawinan   harus   didasarkan   atas   persetujuan   kedua   calon mempelai.
Berdasarkan ayat (1) ini terlihat bahwa dasar pernikahan itu adalah persetujuan kedua calon mempelai. Tanpa adanya persetujuan mereka, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan, karena akibat dari pernikahan itu baik atau buruknya akan dirasakan dan ditanggung oleh keduanya. Dengan adanya pernikahan maka masing-masing suami isteri memikul kewajiban dan berhak atas hak-hak tertentu dari pasangannya. Jika ada yang tidak setuju tentu memikul kewajiban tersebut merupakan ketidakadilan baginya. 
(2)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Di dalam ayat (2) ini diatur secara tegas bahwa seorang anak yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua kalau ingin menikah. Sekali lagi penulis belum dapat memehami dari segi hukum kenapa izin kedua orang tua mutlak diperlukan padahal mereka sudah berumur lebih dari 19 tahun yakni umur yang dapat diizinkannya menikah melalui permohonan dispensasi. Misalkan calon mempelai sudah berumur 20 tahun dia masih harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, padahal ketika dia sudah berumur 21 tahun atau satu tahun setelah itu maka izin dari orang tua tidak diperlukan.  Satu hal yang dapat dijadikan alasan izin orang tua tersebut adalah keharusan tanggung jawab orang tua atas anaknya yang belum pasti matang secara sosial, emosinal, dan finansial. Orang tua wajib ikut serta didalam memikirkan dan merencanakan pernikahan bagi anaknya yang belum pasti matang, dalam hal ini di bawah umur 21 tahun. Bentuk keikutsertaan orang tua adalah harus ada izin dari keduanya, agar ada jaminan bahwa pernikahan tersebut benar sudah direncanakan secara matang dengan ikut sertanya kedua orang tua.
Jadi kesimpulannya adalah izin kedua orang tua harus ada, dalam menjamin agar pernikahan mempelai tersebut agar menjadi pernikahan yang dilaksanakan secara terencana dengan baik.
Lebih tepat lagi bila izin orang tua ini dikaitkan dengan ajaran agama Islam, dimana doa dan restu kedua orang tua adalah sumber berkah dari keluarga anaknya, tanpa doa dan restu maka rumah tangga mereka di dalam Islam adalah rumah tangga yang tidak mendapat ridho dan berkah.
Sebaliknya, jika tidak ada izin dari kedua orang tua, maka kedua orang tua dapat mencegah pernikahan tersebut dan apabila pernikahan itu sudah terlanjur dilaksanakan, maka jika dikehendaki oleh kedua orang tua keduanya dapat mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. 
(3)  Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
Ayat (3) ini tidak sulit memahaminya karena ini terkait izin dari salah satu orang tua saja, jika salah satu sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan izinnya. Maksudnya izin itu cukup dari salah satunya saja, jika yang lain tidak bias memberi izin.
(4)  Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Ayat (4) ini juga mudah memahaminya, yakni jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak dapat memberi izin, maka izin dapat diberikan dari wali yang bersangkutan atau orang yang memeliharanya atau keluarga hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, kakek atau kakek buyut.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
Ayat (5) ini menerangkan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibu, atau salah satu atau keduanya tidak menyatakan pendapat atau permohonan si anak, maka Pengadilan dapat memberi izin setelah mendengar pihak yang tidak memberi pendapat tersebut. Dalam kasus ini maka jenis perkaranya disebut dengan jenis perkara izin menikah bagi yang belum berusia 21 tahun. 
(6)  Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Aturan tentang izin orang tua ini sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain. Artinya jika aturan agamanya menentukan lain maka aturan pasal ini tidak bderlaku. Akan tetapi di dalam ajaran agama Islam tidak mengatur secara khusus tentang izin orang tua ini kecuali aturan tentang wali nikah bagi calon mempelai wanita, dimana tanpa wali suatu pernikahan tidak sah, tanpa menentukan umur 21 tahun, maksudnya meskipun si calon mempelai wanita berumur lebih 21 tahun misalnya 30 tahun, tetap harus dengan izin wali nikahnya, tanpa wali nikah maka nikahnya tidak sah.

III. [bookmark: _GoBack]Penutup
Setelah menguraikan beberapa catatan tentang masalah izin orang tua bagi calon mempelai di bawah 21 tahun sebagaimana di atas, maka dapat kita disimpulkan sebagai berikut :
1. Bagi calon yang belum berumur 21 tahun wajib adanya izin dari kedua orang tua.
2. Jika salah satu tidak mau memberi izin, maka dapat dimintakan kepada Pengadilan untuk memberikan izin.
3. Di dalam ajaran Islam, bagi calon mempelai wanita wajib ada izin walinya, bahkan pernikahan tidak sah tanpa adanya wali nikah.


Bandar Lampung, 21 Desember 2023
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